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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:

1. Dalam memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual, kepolisian melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Memberikan akses pada lembaga dan/atau instansi tertentu untuk 

mendampingi korban dalam proses pemeriksaan perkara di kepolisian. 

b. Menyediakan ruangan khusus dalam pemrosesan perkara pidananya. 

c. Bekerjasama dengan lembaga dan/atau instansi tertentu untuk 

melakukan pemulihan, baik fisik maupun psikis. 

2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan pada 

anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu: 

a. Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dikepolisian masih minim 

mengenai perlindungan terhadap anak. 

b. Pihak pelapor yang kurang Pro-Aktif terhadap kepolisian. 

c. Laporan dari pihak pelapor yang kurang lengkap. 

d. Anggaran dan akomodasi yang masih minim. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis ingin memberikan 

saran terhadap kepolisian yang menangani kasus kejahatan kekerasan seksual 

terhadap anak, sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), kepolisian 

sebaiknya mengadakan pelatihan dibidang Penanganan Perlindungan 

Perempuan dan Anak.

2. Sebaiknya kepolisian lebih pro-aktif dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual.

3. Untuk mempersingkat proses, kepolisian sebaiknya mempercepat 

penyelidikan agar keluarga dan/atau anak sebagai koban kejahatan 

kekerasan seksual mempunyai rasa aman dan terlindungi. 

4. Sebaiknya kepolisian lebih respon dan lebih teliti menanyakan duduk 

perkara terhadap laporan mengenai kekerasan terhadap anak sebagai korban 

kejahatan kekerasan seksual.
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